
digital, namun sekaligus juga membawa tantangan keamanan

yang perlu dihadapi.

Kehadiran QRIS bagi UMKM di Indonesia menjanjikan peluang

luar biasa. Namun, para pemilik UMKM ini seperti berada di per-

simpangan jalan. Di satu sisi hendak merasakan bagaimana

teknologi seperti QRIS dapat membuka peluang baru bagi bisnis

mereka. Namun di sisi lain harus berhadapan dengan risiko bahwa

kurangnya pemahaman tentang teknologi ini dapat membawa

dampak yang tidak diinginkan. 

Seorang pedagang kaki lima dapat merasa bingung ketika tiba-

tiba ada seseorang yang menawarkan untuk menempelkan stiker

QRIS di warungnya. Bagi pedagang tersebut, stiker tersebut tam-

pak seperti stiker promosi biasa. Dia tidak menyadari bahwa stiker

itu sebenarnya merupakan gerbang menuju dunia transaksi digital.

Padahal, boleh jadi stiker QRIS yang dipasang tersebut mengarah

pada rekening lain dan bukan rekening yang dimiliki oleh yang ber-

sangkutan. Hal ini mirip dengan kejadian beberapa waktu lalu keti-

ka ditemukan stiker QRIS �palsu� di beberapa masjid.

Namun, cerita berbeda hadir saat pengusaha UMKM yang

telah memahami manfaat QRIS melihat kenaikan omzet mereka.

Meskipun demikian, pertanyaan tentang bagaimana QRIS dapat

menjamin kepastian dan keamanan transaksi tetap mengemuka.

Masih ada kegamangan tentang bagaimana cara mengelola

transaksi digital dan bagaimana cara melindungi bisnisnya dari

potensi penipuan. 

Cerita dua jenis pengusaha UMKM ini menunjukkan, meski

QRIS memiliki potensi besar untuk membantu UMKM memasuki

era digital, masih ada tantangan keamanan yang perlu dihadapi.

Pemahaman yang kurang tentang teknologi ini bisa membuka

celah keamanan yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak tidak

bertanggung jawab. Pendekatan holistik perlu dilakukan untuk

memastikan bahwa UMKM tidak hanya dapat memanfaatkan

peluang yang ditawarkan oleh QRIS, tetapi juga dapat melindungi

diri mereka dari risiko.

Kedua kisah ini menunjukkan bahwa edukasi merupakan kunci

penting dalam adopsi QRIS. UMKM, yang merupakan tulang

punggung ekonomi kita, harus mendapatkan pelatihan dan sum-

ber daya yang cukup untuk memahami cara kerja QRIS, potensi

risiko, dan cara melindungi diri mereka dari potensi penipuan.

Edukasi memang krusial, tetapi tak cukup tanpa dukungan in-

frastruktur keamanan yang andal. Penyedia layanan QRIS harus

memastikan bahwa ada proses verifikasi ketat bagi siapa pun

yang ingin mendapatkan stiker QRIS. Mereka juga harus menye-

diakan mekanisme pelaporan dan investigasi cepat jika terjadi

masalah. Selain itu, mereka perlu memastikan bahwa sistem

mereka aman, andal, dan mudah digunakan. 

Masa depan ekonomi digital Indonesia salah satunya juga

bergantung pada suksesnya implementasi QRIS, terutama di sek-

tor UMKM. UMKM memiliki peran penting dalam memastikan

bahwa Indonesia tetap kompetitif di era digital. Namun, untuk men-

capai potensi penuh ini, kita harus memastikan bahwa setiap

UMKM, dilengkapi dengan pengetahuan dan alat yang mereka

butuhkan untuk sukses.

Kita juga perlu menyadari bahwa ada tantangan yang perlu di-

hadapi dalam adopsi QRIS. Seperti semua inovasi, QRIS datang

dengan peluang dan tantangan. Dengan pendekatan yang tepat

dan kerja sama dari semua pihak, kita dapat memastikan bahwa

semua pihak mendapat manfaat dari revolusi digital ini.

(Penulis adalah Kepala Badan Sistem Informasi dan Dosen

Jurusan Informatika Program Magister Universitas Islam

Indonesia)-d

ÓKEDAULATAN RAKYATÓ 

HALAMAN  7

JUMAT PAHING, 8 SEPTEMBER 2023

(21 SAPAR 1957)

JFW 2023 DIGELAR 9-12 NOVEMBER

Wujudkan Yogya Barometer Fashion Dunia 
JANGAN JADI KEBIJAKAN

Ide Mengontrol Rumah Ibadah

Waspada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Sambungan hal 1

Pertalite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Sambungan hal 1

ÕSaya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Sambungan hal 1

Tiga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Sambungan hal 1

SLEMAN (KR) - Ketua Umum PP

Muhammadiyah Haedar Nashir berharap

usulan Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme (BNPT) supaya pemerintah

mengontrol semua tempat ibadah, tidak

diteruskan. Bahkan, Haedar berharap

usulan tersebut tidak pernah menjadi ke-

bijakan di Indonesia. Karena masjid dan

tempat ibadah lain merupakan sumber ni-

lai berbangsa dan sumber nilai etika ma-

syarakat.

"Sebenarnya ini setback. Biarpun baru

ide, jangan sampai jadi kebijakan. Jika

tempat ibadah ada pengawasan, juga se-

kolah, akan menambah suasana ke-

bangsaan terkesan dramatis, ada alarm,"

tandas Haedar Nashir kepada pers di

Fakultas Hukum UII, Kamis (7/9).

Sebagaimana diketahui BNPT meng-

usulkan, pemerintah mengontrol semua

tempat ibadah di Indonesia, agar tempat

ibadah tidak menjadi sarang radikalisme.

Klarifikasi Kepala BNPT Rycko Amelza

menyebut, mekanisme kontrol itu tidak

mengharuskan pemerintah mengambil

kendali langsung tapi dapat tumbuh dari

pemerintah dan masyarakat yang dinilai

Haedar justru berbahaya. Hal tersebut da-

pat menimbulkan konflik horizontal antar-

warga.

Menurut Ketum PP Muhammadiyah, ti-

dak seharusnya pemerintah membuat ke-

bijakan yang menggeneralisir. Bila dalam

situasi kebangsaan ada satu dua kasus

yang dikaitkan dengan agama atau terkait

umat beragama tertentu cukup diambil

tindakan sesuai hukum. Pengawasan ter-

hadap tempat ibadah, menurut Haedar,

akan berdampak luas ke masyarakat, ter-

utama dalam hal ketertiban sosial.

Dalam kuliah umum berjudul 'Ke-

islaman dan Kebangsaan : Suksesi

Kepemimpinan Nasional, Mencari

Pemimpin yang Nasionalis Agamis',

Haedar sudah menyebutkan rencana

BNPT tersebut selain bisa menimbulkan

kontroversi, juga lebih banyak mudharat

daripada manfaatnya. (Fsy)-f

YOGYA (KR) - Jogja Fa-

shion Week (JFW) 2023 akan

digelar Kamis-Minggu (9-

12/11) di Jogja Expo Centre

(JEC) dengan mengangkat

tema 'Kreativitas dan Identitas

Menuju Industri Fashion

Dunia'. Lebih dari 100 desain-

er fashion bakal meramaikan

ajang ini.

Peluncuran JFW 2023

berlangsung di Hotel Grand

Dafam Rohan Jalan Raya

Janti Yogyakarta, Kamis (7/9).

Turut hadir Wakil Ketua Umum

Bidang Organisasi dan Ke-

anggotaan Kadin DIY Robby

Kusumaharta membacakan

sambutan GKR Mangkubumi

serta sejumlah pihak yang

mendukung JFW 2023.

Kepala Dinas Perindustrian

dan Perdagangan DIY Ir

Syam Ariyanti MPA mema-

parkan, tahun ini berbagai pi-

hak digandeng termasuk se-

mua komunitas juga dilibatkan

karena JFW 2023 akan berbe-

da dengan tahun lalu. "Jika

tahun lalu kami bicara wastra,

tahun ini akan bicara bagai-

mana membawa fashion ke

level internasional. Kita optimis

go global," tegasnya. 

Nantinya, desainer dari

segenap penjuru Indonesia

termasuk dari luar negeri akan

diundang sehingga menjadi

pembeda dengan tahun ke-

marin. Tak cuma itu, brand-

brand terkenal di Yogya yang

telah punya nama dan pro-

duknya telah menembus ek-

spor juga akan dihadirkan ter-

masuk industri fashion dari

berbagai daerah tanah air. 

Bank BPD DIY sebagai

salah satu pihak yang

menyokong perhelatan juga

menyampaikan dukungan

untuk acara ini. Menurut

Direktur Kepatuhan Bank

BPD DIY Dian Ari Ani, pihak-

nya mendukung JFW yang

bervisi mewujudkan Yogya

sebagai barometer fashion

dunia. "Fashion ini kan arah-

nya juga ke industri kreatif

yang ada di DIY, jadi UMKM

yang telah naik kelas tentu

saja akan selalu kami

dukung," tutupnya.      (Sal)-f

KR-Surya Adi Lesmana

Sejumlah busana karya desainer saat peluncuran JFW 2023.

-Boyolali, jaringan Yogya-Pekanbaru dan

Yogya-Lapas di Jawa Tengah. Saat ini se-

banyak tujuh tersangka itu telah dia-

mankan. Tidak hanya itu BNNP DIY juga

mengamankan barang bukti berupa

metafetamin atau narkotika jenis sabu se-

banyak 95 gram," ungkap Kepala BNNP

DIY Brigjen Pol Andri Fairan di Kantor BN-

NP DIY, Kamis (7/9).

Dipaparkan, selama tiga bulan terakhir

Juni-Agustus 2023 BNNP DIY mengung-

kap lima kasus penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika di DIY. Dari pen-

gungkapan tersebut BNNP DIY berhasil

mengamankan 7 tersangka dan menyita

barang bukti berupa sabu-sabu dengan to-

tal 95 gram. Pengungkapan kasus-kasus

itu menjadi upaya BNNP DIY memutus

jaringan peredaran gelap narkotika jenis

sabu masuk wilayah DIY.

Menurut Andri, untuk  kasus jaringan

Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Boyolali,

tersangka ada dua orang berinisial I dan

DT. Dari keduanya ditemukan barang bukti

sabu seberat 74,43 gram yang telah dibagi-

bagi menjadi 60 paket siap edar. Adapun

untuk kasus jaringan Yogyakarta-Lapas di

Jawa Tengah BNNP DIY menangkap tiga

orang tersangka dan mengamankan lebih

kurang 17,72 gram. Selanjutnya, kasus

jaringan Yogyakarta-Pekanbaru, BNNP DIY

mengamankan dua tersangka dengan

menyita barang bukti 1,82 gram sabu.

"Perlu diketahui untuk kasus jaringan

Yogyakarta-Lapas di Jawa Tengah ini men-

cakup tiga kasus yang berhasil kami

ungkap dari upaya pengembangan. Dan

ternyata mereka merupakan satu jaringan.

Untuk jaringan yang ini, ketiga tersangka

berperan sebagai pengedar dan kurir untuk

wilayah DIY, di mana koordinatornya adalah

narapidana salah satu Lapas di Jawa

Tengah," jelasnya.

Andri menambahkan, kasus jaringan

Yogyakarta-Lapas di Jawa Tengah akan

terus dikembangkan. Hal itu dilakukan un-

tuk menangkap otak peredaran narkotika.

Selain itu BNNP DIY juga telah melakukan

koordinasi dengan Lapas terkait sebagai

upaya tindak lanjut kasus.                   (Ria)-d

Efisiensi penggunaan Pertalite, menu-

rut Erick, dilakukan agar penyaluran BBM

bersubsidi dengan nilai oktan 90 itu tidak

salah sasaran. "Jangan orang mampu

beli bensin subsidi, itu kan enggak boleh.

Nah itulah kenapa yang namanya

Pertamax tetap ada," tuturnya.

Erick menganjurkan bagi masyarakat

mampu untuk beralih menggunakan ba-

han bakar campuran bioetanol yang lebih

ramah lingkungan untuk menekan polusi

udara seperti yang diterapkan di Brasil.

"Bahkan, kalau ada masyarakat mampu

yang mau membantu penekanan polusi

udara, seperti di Brasil, ya sekarang su-

dah ada campuran BBM dengan

bioetanol," ujarnya.

Erick menilai pemanfaatan BBM cam-

puran bioetanol yang rendah emisi kar-

bon di Brasil mampu mengurangi dampak

polusi udara di negara tersebut. "Di Brasil

itu 67 persen mobil memakai bioetanol.

Akhirnya biru langitnya," imbuhnya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero)

dikabarkan akan mengganti BBM jenis

Pertalite dengan Pertamax Green 92.

Tetapi, rencana untuk meningkatkan

kadar oktan BBM RON 90 menjadi RON

92 masih dalam tahap kajian oleh BUMN

bidang minyak dan gas itu.      (Ant/Has)-f

yang bersangkutan tidak bisa memenuhi

panggilan karena jadwal tak memu-

ngkinkan. Cak Imin kemudian mengajukan

permohonan jadwal pemeriksaan menjadi

Kamis (7/9) dan disetujui KPK.

Dalam perkara tersebut KPK telah

menetapkan tiga tersangka, yaitu dua pe-

gawai negeri sipil dan satu orang dari

swasta. Penyidik KPK pada 18 Agustus

2023 menggeledah Kantor Kemenaker di

Jakarta. Namun, KPK belum mengu-

mumkan temuan-temuan hasil

penggeledahan itu kepada publik.

Menkopolhukam Mahfud MD menilai

pemanggilan Ketum DPP PKB oleh KPK

itu, bukan politisasi hukum. Ia meyakini pe-

manggilan itu merupakan prosedur hukum

biasa untuk melengkapi informasi atas

pengusutan kasus korupsi yang ditangani

KPK.

"Kita berpendirian, tidak boleh hukum di-

jadikan alat untuk tekanan politik. Dalam

kasus pemanggilan Muhaimin oleh KPK,

saya meyakini itu permintaan keterangan

biasa atas kasus yang sudah lama

berproses. Muhaimin tidak dipanggil seba-

gai tersangka, tetapi diminta keterangan-

nya untuk melengkapi informasi atas kasus

yang sedang berlangsung," kata Mahfud.

Isu adanya politisasi dari pemanggilan

itu, di antaranya karena Muhaimin, saat ini

merupakan bakal calon wapres pendamp-

ing Anies Baswedan yang pada Minggu

(2/9) mendeklarasikan diri maju Pemilihan

Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua KPK Firli Bahuri meminta agar ja-

ngan ada upaya mengarahkan atau mem-

bangun opini lain terkait dengan pemanggi-

lan Muhaimin Iskandar. "Ini murni pene-

gakan hukum, jangan ada yang memba-

ngun opini lain," tegas Firli Bahuri di

Palangka Raya, kemarin.

Hal itu ia tegaskan setelah membuka

rakor sinergi dan penguatan pemberantas-

an korupsi bagi kepala daerah, camat,

kepala desa dan kepala SMA/SMK se-

Kalimantan Tengah. Firli menyampaikan,

upaya yang dilakukan KPK adalah proses

hukum. Pihaknya menjunjung tinggi asas-

asas pelaksanaan tugas pokok KPK, yakni

profesional, akuntabel, keadilan, menjun-

jung tinggi kepastian hukum serta hak

asasi manusia. "Dipastikan beliau (Muhai-

min) diperiksa sebagai saksi, terkait duga-

an tindak pidana korupsi yang dilakukan

tiga orang tersangka di Kemenakertrans,"

jelasnya kepada pers.                    (Ful/Ant)-f


